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SALINAN

BUPATI BANYUMAS
FROVINGI JAWA TENGAH

FERATURAN BUFATI EANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIFIL NEGARA

DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EBUPATI BANYUMAS,

bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlu didulung aparatur sipil negara yang memilika
integritas, profesional, netral, dan bebas dan intervensi
politike, bersth darn praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta mampu pmenyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat;

bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya
pemberian tambahan penghasilan sebagai  wujud
penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memilila
dasar hukum, pedoman, kntena, dan indikator penilaian
yvang terulour dan seragam sehingpa dapat meminglkatlkan
disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur
sipil negara di lngkungan Pemernntah Kabupaten

Banyumas;



f. honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan; dan
g. honorarium pengadaan barang/jasa.

(8) Pemberian berdasarkan pertimbangan objelktif lainnya sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) TPP sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, hurf
¢ dan huruf d diberikan kepada ASN di linglungan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dan :
a. PNS yang secara nyata bekenja di linglungan Pemerintah Daerah;
b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; dan
c. PPPK yang secara nyata bekerja di ingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Linglungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
Perangkat Daerah yang terdin dari :

. Belkretariat Daerah;

. Sekretariat Dewan Perwakilan ralcyat Daerah;

. Inspektorat Daerah;

. Dinas Daerah;

. Badan Daerah;

Satuan Polisi Pamong Praja; dan

. Kecamatat.
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Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tudak diberikan kepada:

a. ASBN yang menduduld jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang
telah mendapatlkan tunjangan profesi;

b. ASN pada BLUD;

c. ABN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena dikenakan
penahanan, menjadi Pejabat Negara, menjad: Komisioner atau anggota
lembaga non struktural, sedang mengambil masa persiapan pensiun,
sedang menenma uang tungpu, huluman disiplin dan/atau sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. PNS yang sedang menjalami cuti di luar tanggungan negara;




Pemenntah Kabupaten Banyumas (Benta Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2021 Nomor £9);

b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghaszilan bam Pegawal Pemernntah dengan Penanjian Kerja di
Linglungan Pemenntah Kabupaten Banyumas [Benta Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 18);
dicabut dan dinyatakan fidak berlaloa.

Pasal 22
Peraturan Bupat im1 mulail berlalku pada tanggal diundangkan.
Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati 1m1 dengan penempatannya dalam Bernta Daerah KEabupaten Banyvumas.
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pada tanggal 31 Me1 2022
EUPATI BANYUMAS,
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